
BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NoMoR : 1OO.3.3 .21 6,3t I 4o6.OOL.3l2O24

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN R.A.KYAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 peraturan

Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2O17 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalck Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota l)cwan Pcrwakilan Rakyat

Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bcsaran

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

Anggaran 2025;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
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dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 196s Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2orr tcntang pcmbcntukan
Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2orr Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor s234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2o1r tentang pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repriutit<
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o14 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o)4
Nomor 224, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia

Nomor 68al);

4. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2023 tcntang Provinsi .Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2O2:)

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2076 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 5888) sebagimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan Dan Anggota Dcr,r,an
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1B Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6l9T);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 799,

sebagimana telah diubah dcngan Peraturan Presiden Nomor 76

Tahun 2O2l tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Presidcn

Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 20lI tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20 l5 Nomr>r 2036) scbagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalan Ncgcri Nomor I2O Tahun

2OlB tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2018 Nomclr

Ls7);
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12. Peraturan Menteri Daram Negeri Republik Indoncsia Nomor 77
Tahun 2o2o tentang pedoman Teknis pcngelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nornor
1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6g)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor l3 Tahun 2o2o te nta,g
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupate n Trenggalck

Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kerbupatcn Trenggalck

Tahun 2O2O Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2Ol7

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 20017 Nomor

3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggarek

Tahun 2024 Nomor 1 1);

1,6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupatcn
Trenggalek Nomor 3 Tahun 201,7 tcntang pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupatcn
Trenggalek Tahun 2OO17 Nomor 6l);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tcntang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2024 Nomor 62);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN:

Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil apraisel Tahun

2024 yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah

bekerjasama dengan Jasa Konsultan sebagai berikut :

a. besaran tunjangan perumahan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar

Rp. 21.514.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus

empat belas ribu rupiah) per bulan;

2. Wakil Ketua Dewan Perrn.akilan Rakyat Daerah

sebesar Rp. 15.701.000,00 (lima belas juta tujuh ratus

satu ribu rupiah) per bulan; dan

3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar

Rp.1 I .705.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima ribu

rupiah) per bulan.

b. besaran tunjangan transportasi untuk Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dzrcrah scbesar Rp. 11.410.000,00

(sebelas iuta empat ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan

Bupati ini diberikan terhitung mulai tanggal I Januari 2o2s.

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Kcputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran

2025.



KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku
2025.

pada tanggal 1 Januari

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI T

MOC

ek
w 2)24.

ALEK,
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